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ABSTRAK

SUKARMAN. 2019. SKRIPSI. Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan
Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto (Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawes Selatan), Dibimbing
oleh DR. Firman Menne, SE..M.Si.,Ak.,CA dan DR. H. A. Arifuddin Mane,
SE.,M.Si.,SH.,MH.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini audit dan
temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
yang berada di pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam penelitian ini
menggunakan model penelitian dengan menyebar kuesioner kepada auditor yang
ada di Kantor BPK RI Perwakilan Provins Sulawes Selatan, yang mendliti
pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.
Hasil penelitian dengan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa variabel opini
audit dan temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan. Temuan audit bukan variabel yang paling berpengaruh secara
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan untuk opini dan
temuan audit secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap
pengungkapan |aporan keuangan.
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ABSTRACT

ANALYSIS OF EFFECT OF AUDIT OPINION AND AUDIT FINDINGS
FOR DISCLOSURE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENT IN
JENEPONTO DISTRICT
(Case Study BPK Republic of Indonesian in South Sulawesi)

By:

SUKARMAN
Accounting Study Program
Faculty of Economics and Business
Bosowa University
ABSTRACT

SUKARMAN. 2019. Thesis. Analysis of the Effect of Audit Opinion and
Audit Findings on Disclosures of the Jeneponto Regional Government Financial
Satements (Case Study of the Republic of Indonesia BPK Representative of South
Sulawesi Province), Guided by DR. Firman Menne, SE., M.S., Ak., CAand DR. H.
A. Arifuddin Mane, SE., M.S., SH., MH.

Thisresearch was conducted to analyze the effect of audit opinion and audit
findings on the level of disclosure of financial statements of local governments in
the local government of Jeneponto district. In this study using a research model by
distributing questionnaires to auditors in the Republic of Indonesia Representative
Office of the Republic of Indonesia Representative Office BPK, who examined the
effect of audit opinions and audit findings on financial statement disclosures. The
results of the study using SPSS indicate that audit opinion variables and audit
findings have a positive and significant effect on the disclosure of financial
statements. Audit findings are not the variables that most significantly influence the
disclosure of financial statements. Whereasfor audit opinions and findingstogether
or ssimultaneously affects the disclosure of financial statements.

Keywords:
Audit Opinion, Audit Findings, Disclosure Financial Statement.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagal kritik mengenai peran organisasi sektor publik dalam
pembangunan telah mengalami perubahan yang dramatis. Pada tahun 1950-an dan
1960-an sektor publik memerankan peranan utama sebaga pembuat dan pel aksana
strategi pembangunan istilah sektor publik baru dipakai pada tahun 1952. Baru
pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di Negara-Negara industri
maju sebagal jawaban atas berbagai kritikan yang ada. berbagal perubahan
dilakukan misanya dengan mengadops pendekatan New Public Management
(NPM) dan reinventing government dibanyak negara terutama Negara Anglo-
Saxon. NPM berakar dari teori mang emen yang pada dasarnya yang beranggapan
bahwa praktik bisnis komersial dan managemen sektor swasta adalah lebih baik
dibandingkan dengan praktik dan mang emen pada sektor publik. Oleh karenaitu,
untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi beberapa praktik dan
teknik meng emen yang diterapkan disektor swasta kedalam sektor publik, seperti
pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender, dan privatisasi perusahaan-
perusahaan publik.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut terjadi pula
perubahan pada akuntans sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian
mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perusahaan-perusahaan yang terjadi.
Sebagal contoh adalah terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akunatans

berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut merupakan



bagian penting dari proses reformasi sektor publik di Negara-Negara Anglo-Saxon.
Pemerintah New Zaeland yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan
akuntansi berbasis akrual telah mengadops sistem akuntansi tersebut sejak tahun
1991 yang kemudian diikuti Jepang, Itali dan Negara-Negara eropa lainnya, tujuan
memperkenalkan sistem akuntansi berbasis akrual adalah untuk membantu
meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik.

Di Indonesia semenjak terjadinya krisis ekonomi yang melanda pada awal
tahun 1996 dan puncaknya tahun 1997, pemerintah pusat memutuskan untuk
mendel egasikan sebagian wewenang untuk mengel olaan keuangan kepada daerah,
sehingga daerah diharapakan dapat membiayai pembangunan atas keuangan
sendiri, otonomi daerah yang diamantkan oleh Undamg-Undang No. 22 Tahun
1999 dan diamandemen menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, intinya adalah adanya pendelegasian kewenangan kepada
daerah otonomi untuk mengatur dan mengel ola urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakatnya secara mandiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance), dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut,
pemerintah daerah berkewgiban mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangannya secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Bentuk upaya pemerintah daerah dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan
trasnparan adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar bisa menygjikan



informasi yang mudah diakses, dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntans Pemerintah (SAP). Peraturan ini mengamanatkan
kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melaporkan transaksi dan
mengungkapkan transaksl keuangan pada catatan atas laporan keuangannya
berdasarkan SAP. Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan tingkat
pengungkapan untuk Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Redlisas
Anggaran (LRA) cenderung cukup tinggi. Sementara tingkat pengungkapan pada
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mash rendah (Rahardian;
Wijayanti,2008).

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam
menerapkan Standar Akuntans Pemerintah (SAP), terutama kendala yang
membuat kualitas pengungkapan yang sesuai dengan SAP menjadi rendah,
diantaranya yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah yang belum
memadai, inkonsistenss dalam menerbitkan peraturan perundangan terkait
akuntansi pemerintahan dan kurangnyasosialisasi serta pendapingan untuk daerah-
daerah yang relatif terpencil yang dilakukan oleh Depdagri, Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pihak-
pihak lain yang terkait tentang penerapan SAP.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah tersebut menjadi salah satu
faktor yang mengakibatkan tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure)

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah berdasarkan



Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia masih rendah yaitu rata-rata
pengungkapan sebesar 33.45% (Liestiani, 2008), 52.57% (Mandasari, 2009),
54.54% (Retnoningsuh, 2009) dan 22% (Lesmana, 2010). Dari jumlah persentase
pengungkapan tersebut dapat diartikan belum adanya pemerintah daerah yang
mengungkapkan secara penuh dalam laporan keuangan daerah masing-masing.

Pemerintah daerah di Indonesia pada Provinsi Sulawes Selatan khususnya
di Kabupaten Jeneponto masih belum bisa memberikan pertanggungjawaban yang
baik terkait pengelolaan keuangan daerahnya, dari hasil audit BPK masih ada 4
daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecudian (WTP) di tahun
2017 termasuk Kabupaten Jeneponto.
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Untuk daerah Kabupaten Jeneponto selama tahun 2013-2017 BPK
perwakilan Sulawes Selatan memberikan opini di tahun 2013, Tidak Menyatakan
Pendapat (TMP), di tahun 2014, Tidak menyatakan pendapat (TMP), di tahun 2015
Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di tahun 2016, Tidak Menyatakan Pendapat
(TMP), di tahun 2017, Waar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan pada
kondisis tersebut menjadi menarik untuk menelaah lebih jauh dan mendliti faktor-
faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan yang
diakibatkan oleh opini audit dan temuan audit yang dilakukan oleh BPK terhadap
Kabupaten Jeneponto. Data tersebut dapat kita lihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 1.2

Perkembangan Opini Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jeneponto

Kabupaten Jeneponto

Sumber: Tkhtisar Hasil Pemeriksaan Semester || Tahun 2018

Liestiani (2008) dalam penelitiannya menggunakan jumlah temuan audit

dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil



penelitian tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Hal ini
membuktikan teori yang mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memenunhi
rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan dan
meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. Sebaliknya, nilai temuan
memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan laporan keuangan daerah. Hasl
ini membuktikan hipotesis yang dibuat yang menyatakan bahwa semakin tinggi
tingkat penyimpangan, maka pemerintah cenderung untuk menutupi penyimpangan
tersebut, makatingkat pengungkapan menjadi rendah.

Di Indonesia, untuk semua proses audit sektor publik dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai satu-satunya Lembaga Negara yang bertugas
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan sektor publik.
Sehingga untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit di lingkungan sektor
publik tidak bisa menggunakan atribut KAP seperti Audit Firm Sze dan Audit Fee
seperti penetian yang dilakukan oleh Copley (1991).

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini mencoba meneliti pengaruh
audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Permasalahan
mengenal opini audit terhadap pengungkapan yang disgikan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) inilah yang menarik penulis untuk
membahasnya dalam skripsi. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk
mengangkat topik ini yaitu “Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit
Terhadap Pengungkapan L aporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Jeneponto”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan | atar bel akang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu apakah opini audit dan temuan audit
berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Jeneponto?
1.3  Tujuan Pendlitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh opini
audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Jeneponto.
14  Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis. Penelitian ini menambah pengetahuan penulis terhadap
faktor-faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam melakukan
pengujian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih
meningkatkan kualitas laporan keuangannya agar lebih dapat
diandalkan.

3. Bagi BPK. Sebagai kontrol untuk memastikan setiap rekomendasi dari

temuan audit sudah ditindak lanjuti atau belum.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Definisi Akuntans Pemerintahan
Menurut Utary & Ikba (2014:14-15) Dalam buku audit sektor publik
mereka mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagal berikut:

Bila berbicara tentang sektor publik atau pemerintahan bahwa
ingtitusi sektor publik wajib keberadaannya untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tentu memiliki
konsekuensi pendanaan, artinya dibutuhkan anggaran pengeluaran sebagai
akibat aktivitas pelayanan tersebut. Dana atau anggaran pengeluaran
dikelola harus dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model
pertanggungjawaban yang memiliki standar akuntansi pemerintahan. Sektor
publik adalah manajemen keuangan yang berasal dari publik sehingga
menimbulkan konsekuensi untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dengan demikian, pengelolaannya memerlukan keterbukaan atau
transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.

Dalam setiap institusi sektor publik wajib adanya akuntansi yang
disebut sebagai akuntans sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah
sistem akuntansi yang dipakai oleh Lembaga-lembaga publik sebagai salah
satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian
yang makin besar terhadap praktek akuntans yang dilakukan oleh Lembaga-
lembaga publik, baik akuntansi sektor publik pemerintahan maupun publik
non-pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat
untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien,
memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosid dan memanfaatkannya
bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai
tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi yang diterima sebagai ilmu yang
dibutuhkan untuk mengel ola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik
sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih
dibutuhkan. Organisas sektor publik luas lingkupnya dengan berbagai
karakteristik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan
pemerintahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja
pemerintah), organisas sukarelawan, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi dan
Universitas, Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi
keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya.

Seperti telah disebutkan di atas, proses pencatatan akuntansi harus memiliki
standarisasi yang sama. Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) seperti dimaksud dalam Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat 3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005. Disisi lain, unit-unit pemerintahan yang bergerak dibidang bisnis
(BUMN dan BUMD) harus mengikuti standar akuntans keuangan yang
dikeluarkan oleh 1Al (Ikatan Akuntan Indonesia). Sementaraitu, organisasi publik
non pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan.
2.2 Tujuan Audit Sektor Publik

Menurut Utary & Ikbal (2014:20) Dalam buku audit sektor publik mereka
mendefinisikan tujuan audit sebagal berikut:

Lembaga sektor publik merupakan lembaga masyarakat, milik dan
untuk masyarakat. Organisas sektor publik mendapat amanah dan
kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya publik. Oleh
karena itu, mereka dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara
akuntabel dan transparansi pengelolaan sumber daya tersebut diperlukan
audit pada sektor publik. Hasil audit berupa informasi. Informasi yang
diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal
untuk melaksanakan perbaikan internal. Disamping itu, hasil audit juga
diperlukan oleh pihak eksternal untuk mengevaluas apakah sumber daya
publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan, apakah program yang dilaksanakan mecapai tujuan
dan hasil yang diinginkan, apakah pelayanan publik diselenggarakan secara
efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan.

Tujuan audit sektor publik diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan
negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk
mendukung keberhasilan upaya pengel olaan keuangan negara secara tertib dan taat
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3  Akuntabilitasdan Transparansi

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance) dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah melakukan reformasi

pengel olaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus dilakukan oleh
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Pemerintah Daerah.reformasi tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan seperti
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-
Undang ini juga menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
Keuangan Negara. Segjalan dengan undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan
PP Nomor 24 Tahun 2005 yang diamandemen menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Peraturan ini menekankan pada
peran akuntansi dan pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan transparans yaitu informasi keuangan
daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka serta
mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesual peraturan-peraturan yang
berlaku. Sedangkan akuntabel adalah pengel olaan keuangan daerah yang tercermin
dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggunggawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan
pemerintah seharusnya didukung dengan suatu pengawasan yang cukup andal guna
menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga
efektivitas dan efisiensi pengunaan dana bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu
upaya konkrit pemerintah dalam mempertanggungjawabka pengel olaan keuangan
daerah secara akuntabel dan transparan adalah dengan menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu antara lain undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang K euangan
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
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pedoman pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

24  Landasan Teori

24.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) Pada Pemerintah Daerah

Masyarakat sebagal penggunakan laporan keuangan daerah menuntut
transparansi dari segala ha informasi yang disgjikan dalam laporan keuangan
pemerintah daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyediakan
informasi untuk memenuhi keinginan masyarakat dengan mengurangi asimetri
informasi. Informasi yang diungkapkan oleh pemerintah daerah memberikan sinyal
yang menggambarkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Menurut
Chariri dan Ghozali dalam Lesmana (2010) pengungkapan dapat dikelompokkan
menjadi dua macam yaitu pengungkapan wagjib (mandatory disclosure) dan
pengungkapan sukarela (voluntary disclosure).

Daam pendangan teori sinyal, entitas yang berkualitas akan memberikan
sinyal kepada penggunalaporan keuangan dengan memberikan pengungkapan atau
pemberian informasi yang lengkap. Informasi akuntansi merupakan sinyal bahwa
perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mempunyal prospek yang baik
dimasa mendatang (good news). Pengungkapan pada laporan keuangan pada
dasarnya merupakan bentuk penyampaian informasi dari suatu entitas kepada
pengguna laporan keuangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin
banyak pengungkapan yang dilakukan oleh entitas maka semakin menunjukkan

bahwa entitas tersebut semakin berkualitas.
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Penyampaian informasi-informasi berupa pengungkapan sukarela yang
dilakukan pemerintah daerah pada laporan keuangannya juga dapat meningkatkan
kredibilitasnya dan menggambarkan akuntabilitas serta transparansi meskipun
informasi tersebut tidak diwajibkan. Beberapa penelitian akademik menunjukkan
semakin besar suatu entitas makin banyak informasi sukarela disampaikan.
Pengungkapan yang bersifat sukarela merupakan sinyal positif bagi suatu entitas
(pemerintah daerah). Suatu entitas dapat meningkatkan nilai entitasnyadengan cara
mengurangi asimetri informasi. Suatu entitas memberikan sinyal kepada pihak luar
(masyarakat) yang dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan
dapat mengurangi ketidakpastian mengenai pengelolaan pemerintah daerah pada
masa-masa sel anjutnya.

Pengungkapan informasi mempertimbangkan biaya dan manfaat yang
pengukurannyarelatif sulit dilakukan terutama pengukuran manfaat. Seberapaluas
informasi yang diungkapkan perlu mendapat perhatian agar informasi yang
disgjikan tidak terlalu banyak yang dapat menyebabkan noise dan tidak terlalu
sedikit yang dapat menyesatkan masyarakat sebagai pengguna.

2.4.2 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang membahas hubungan antara prinsipal
dengan agen. Hubungan agensi terjadi ketika prinsipal mempekerjakan agen untuk
memberikan suatu jasa mendel egasikan wewenang pengambilan keputusan kepada
agen. Hubungan ini menyebabkan 2 permasalahan yaitu informasi asimetri dan

konflik kepentingan. Informasi asimetri terjadi karena agen mempunyai informasi
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lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal sehingga agen dapat memanfaatkan

informasi tersebut untuk kepentingannya sendiri.

bahwa

Ririn Hendriyani dan Afrizal Tahar (2015) dalam jurnalnya menjelaskan

Terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent,
sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan
keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai
prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah dapat melakukan
kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta
mengorbankan kepentingan dan kesgjahteraan rakyat. Untuk mengurangi
konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan
oleh agen. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik
adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost.

Ha tersebut sesua dengan pernyataan Jensen dan Meckling dalam

Setyaningrum (2012) bahwa:

2.5

Teori keagenan mengasumsikan masing-masing individu semata-
mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan
konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pada sektor swasta terjadi
antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen), sedangkan
disektor pemerintah terjadi antara rakyat (prinsipal) dengan pejabat yang
dipilih atau pemerintah (agen). Selain itu disektor pemerintah terdapat
politisi yang mempunyai peran ganda baik sebagai prinsipal maupun agen.
Sebagai prinsipal karena merupakan perwakilan dari rakyat dalam
hubungannya dengan pemerintah, sedangkan sebagai agen karena
menjalankan tugas pengawasan yang diberikan oleh rakyat. Kemungkinan
konflik yang timbul disektor pemerintah ketika pejabat yang dipilih atau
pemerintah dalam menja ankn pemerintahan mementingkan kepentingannya
sendiri sehingga mengorbankan kepentingan rakyat. Untuk mengurangi
konflik tersebut, rakyat maupun politis perlu memonitoring apa saja yang
sudah dilakukan oleh pemerintah. Selain memonitoring dari rakyat dan
politisi, pemerintah perlu menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk
pertangungjawaban.

Pemeriksaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, yang dimkasud dengan

pemeriksaan adalah proses identifikass masalah, andlisis, dan evaluasi yang
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dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menila kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Fungs
pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan
dalam pengelolaan keuangan daerah. Lembaga eksternal dan independen yang
mel akukan pemeriksaan keuangan daerah adalah:
2.5.1 Badan Pemeriksa Keuangan

Sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa (diaudit) terlebih
dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan masing-masing daerah
tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pel aksanaan APBD kepada DPRD berupa. Laporan keuangan
yang telah diperiksa (diaudit) oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan. Pel aksanaan
pemeriksaan dalam sektor pemerintahan oleh BPK-RI dijelaskan pula dalam
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
tanggungjawab Keuangan Negara, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK terdiri atas 3 (tiga) jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

Sadlah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah
melaksanakan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah

pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan
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yang memada (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah
disgjikan secara wagjar daam semua hal yang material, sesuai dengan
perinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Pemeriksaan tersebut dilakukan
dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewgaran informasi
keuangan yang disgjikan dalam laporan keuangan.
2. Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiens,
dan efektivitas. pemeriksaan ekonimis dan efisiensi menentukan apakah
entitas telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumberdayanya
secara hemat dan efisien. Pemeriksaan dengan aspek efektivitas bahwa
apakah program yang baru akan dijalankan atau yang sedang berjalan sudah
memadal dan tepat atau relevan.
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) bertujuan untuk
memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. PDTT tidak
memberikan opini ataupun untuk memberikan penilain kinerja. PDTT
bersifat eksaminas (pengujian), review, atau prosedur yang disepakati.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bebas, mandiri
dan profesional yang bertugas memeriksa pengel olaan dan tanggungjawab
keuangan negara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas

dari KKN. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan Standar
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Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam peraturan
Badan pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2007
sebagal landasan operasional dalam melakukan pemeriksasan secara
efektif. Kriteriayang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini, yaitu:
1 Kesesuian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Efektivitas sistem pengendalian internal.

3. K epatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4, K ecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara. Opini audit ini diharapkan dapat
mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kinerja yang lebih baik,
lebih trnsparan partisipatif dan bertanggungjawab.

Pemeriksaan BPK ditekankan kepada pengujian atas bukti-bukti
yang mendukung penygjian saldo-saldo akun dalam Neraca dan Laporan
Redlisas Anggaran (LRA), pengujian transaksi pada LRA dan Laporan
Arus Kas (LAK), penilaian atas prinsip akuntans yang digunakan,
pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengujian
atas pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK), dan penilaian terhadap penygian laporan keuangan
secara keseluruhan. Meskipun tujuan pemeriksaan BPK bukan utnuk

mencari kesalahan atau penyimpangan, namun bila dari hasil pengujian
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audit ditemukan penyimpangan, BPK berkewgjiban mengungkapannya
sebagai temuan audit.

Hasil Pemeriksaan

Opini Audit

Opini adalah pernyataan profesional pemeriksaan atau tingkat kewajaran

informasi keuangan yang disgjikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,

pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas |aporan keuangan:

1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Dengan pendapat wajat tanpa pengecualian, auditor menyatakan
bahwa laporan keuangan menygjikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai
dengan Standar Akuntans Pemerintah (SAP). Laporan audit dengan
pendapat waar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi
laporan keuangan terpenuhi seperti neraca, laporan laba rugi, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, dan tidak ada keadaan yang
mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelasan atau
modifikas kata-kata dalam laporan audit.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan
(Modified Unqualified Opinion)
Pada keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan

suatu paragraf penjelasan (Bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan
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audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian
atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama
ditambahkannya suatu paragraf penjelaasan dalam laporan keuangan
adalah:

a. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar akuntans
pemerintah.

b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas atau instans.

c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi
yang dikeluarkan oleh BPK.

d. Penekanan pada suatu hal tertentu.

8. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Melalui pendapat dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa

laporan keuangan menyagjikan secarawagjar, dalam semua hal yang material
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecuali untuk dampak hal-hal
dikecualikan. pendapat wagar dengan pengecuaian dinyatakan dalam
keadaan:

a Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya
pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan auditor
berkessmpulan bahwa tidak dapat menyatakan pendapat wajar
tanpa pengecuaian dan berkesimpulan tidak menyatakan tidak
memberikan pendapat.

b. Auditor yakin atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi

penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum, yang
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berdampak material dan berkesimpulan untuk tidak menyatakan
pendapat wajar. Bila auditor menyatakan pendapat wajar dengan
pengecualian auditor harus menjelaskan semua aasan yang
menyebabkan kesimpulan bahwa terdapat penyimpangan.

4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Dengan pendapat tidak wagar auditor menyatakan bahwa laporan
keuangan tidak menygjikan secara wagjar posisi keuangannya dan tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Auditor menyatakan bahwa tidak menyatakan pendapat atas laporan
keuangan jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai
untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas |aporan keuangan.
Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan auditor jika
auditor tidak dalam kondisi independen dalam hubungannya dengan klien.
Akan tetapi jikaauditor tidak memberikan pendapat dalam laporan auditnya
auditor harus memberikan semua alasan subtantif yang mendukung
pernyataan tersebut, yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK di Tahun 2017 menunjukkan
bahwadi Sulawes Selatan terdapat 4 Daerah yang masih memperoleh opini
Wagjar Dengan Pengecuadian (WDP), diantaranya adalah Kabupaten
Takaar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tanah Torga, Kabupaten
Enrekang. Hal ini menunjukkan bahwa dari 24 Daerah Kabupaten dan Kota

di Sulawes Selatan sudah 20 daerah kabupaten dan kota yang sudah
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mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menandakan bahwa

Provins Sulawesi Selatan secara umum dapat dikategorikan sebagai

Provins yang laporan keuangannya memenuhi opini Waar Tanpa

Pengecuaian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK-RI).
2.6.2 Temuan Audit

Sudah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa tujuan pemeriksaan (audit)
BPK adalah untuk melakukan pengujian dan mendeteks salah sgji material yang
terdapat didaam laporan keuangan. Bila hasil pengujian audit ditemukan
penyimpangan, maka BPK berkewagjiban mengungkapkannya sebaga temuan
audit. Salah sgji ini dapat disebabkan oleh kelemahan pengendalian internal
maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang
berpengaruh langsung dan material terhadap informasi dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu, pemeriksaan harus merancang pemeriksaan untuk mendeteksi
terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, pemeriksaan juga harus waspada terhadap kemungkinan adanya
indikasi kecurangan serta ketidakpastian. kemudian pada setiap akhir pemeriksaan,
auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap temuan audit. Temuan
dan rekomendasi tersebut akan dikomunikasikan dengan objek pemeriksaan atau
pemerintah daerah yang diaudit agar dilakukan perbaikan dan koreksi.

1 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal

Unsur pemantauan pada SPI pemerintah daerah belum optimal.

Hasil evaluasi SPI menunjukkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dapat
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dikelompokkan pada kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal.
2. Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan

Selain evaluas atas SPI, hasil pemeriksaan juga mengungkapkan
adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, penyimpangan administrasi,
3. Tingkat Penyimpangan

Temuan audit dapat dilihat dari segi keterjadian kasus maupun
nominalnya. Temuan audit yang mempunyai nominal rupiah terdapat pada
temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Temuan tersebut
dapat mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan,
dan ketidakefektifan. Tingkat penyimpangan audit merupakan nilai nominal
temuan dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah.
Pengungkapan Dalam L aporan K euangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenal posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyediaan informas tersebut untuk

kepentingan transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan

jujur

kepada masyarakat. Transparans mengandung unsur pengungkapan

(disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh
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pemangku kepentingan (Masyarakat). Menurut PSAP 01 Paragraf 23 yang
dimasksud dengan pengungkapan dalam arti luas, meliputi pos-pos yang disgjikan
dalam setiap lembar muka |aporan keuangan, maupun dalam Catatan atas L aporan
Keuangan (CaLK).

Pengungkapan informasi yang memadai, baik data yang bersifat kuantitatif
maupun kulaitatif, hasrus ditekankan pada informasi yang material dan relevan
yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan harus
dapat menambah nilai informasi dan bukan mengurangi dengan adanya keterangan
yang terlalu terinci dan sulit diandlisis.

Terdapat beberpa pendliti terdahulu yang meneliti tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Lestiani
(2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan dan menggunakan temuan audit dan nilai temuan sebagal salah satu
yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan
positif dengan jumlah temuan audit. Sebaliknya, nilai temuan memiliki hubungan
negatif dengan pengungkapan laporan keuangan. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan juga diteliti oleh Lesmana (2010) dalam penelitian
tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan dilihat dari segi
karakteristik pemerintah daerah, dalam penelitiannya Lesmana menggunakan
ukuran pemerintah, kewgjiban, pendapatan transfer, umur pemerintah daerah,
jumlah satuan kerja perangkat daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Hasil pendlitian tersebut menunjukkan umur pemerintah dan rasio kemandirian
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berpengaruh positif dan signifikan terhadapa pengungkapan. Namun, untuk ukuran
pemerintah daerah, kewgjiban, pendapatan transfer dan jumlah satuan kerja tidak
berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan.
28 Pemeriksaan Keuangan LKPD

Kualitas transparanss dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah
menurut Kawedar dalam Khasanah dan Rahardjo (2014) dapat ditingkatkan dengan
melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Definis pemeriksaan keuangan menurut Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 adal ah pemeriksaan atas | aporan keuangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keungan bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadal (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah
disgjikan secara wgar, dadam semua ha yang materia sesuai dengan prinsip
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini terhadap tingkat kewaaran informasi

yang disgjikan dalam laporan keuangan pemerintah.
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210 Hipotesis

Daam penelitian ini hipotesis yang dapat dikembangkan adal ah:

Hi. . Diduga opini audit memiliki pengaruh signifikan terhadap
kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Ho. : Diduga temuan audit memiliki pengaruh signifikan terhadap
kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Ha. . Didugavariabel temuan audit yang paling berpengaruh terhadap
kualitas pengungkapan laporan keuangan.

Ha : Diduga variabel opini audit dan temuan audit berpengaruh
secara Bersama-sama terhadap pengungkapan laporan

keuangan.
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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Daerah atau tempat penelitian ini dilakukan pada kantor Badan Pemeriksa
Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Tempat ini dipilih oleh
penulis karena BPK merupakan Badan Pemeriksa yang berdiri secara independen,
terpercayadan menjadi satu-satunyalembagaeksternal pemerintah yang mengaudit
atau memeriksa keuangan disektor pubik.

Dalam penelitian ini penulis dalam melakukan penelitiannya memerlukan
waktu dalam mempersiapkan data yaitu 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Februari-
Mei 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data melakukan studi kasus di Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan. Data opini dan temuan
audit yang menjadi variabel bebas (independent variable) dan akan diuji dalam
penelitian ini, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Auditor yang
adadi BPK.

3.3  Jenisdan Sumber Data

Adapun jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis data
kuantitaif. dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada responden atau Auditor yang

26
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berada di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi
Selatan.
3.4  Populas dan Sampel

Populas yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh Auditor yang
adadi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan dengan jumlah mencapai 95 Auditor. Dengan metode pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan
tujuan tertentu, sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak
50 Auditor untuk mengantisipasi data yang tidak kembali atau tidak lengkap.
Karena berdasarkan pengalaman empiris dari ahli statistik, data yang banyaknya
lebih dari 30 sudah dapat dinyatakan berdistribusi normal.
35 Metode Analisis

Penelitian ini bersifat kuantitatif dalam melakukan analisis data, sehingga
diperlukan pengujian variabel-variabel dengan menguji hubungan antar variabel
bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Dalam
penelitian ini penulis menggunakan data model penelitian di regresi linear. Penulis
menggunakan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif untuk
menentukan batas minimum dan batas makssimum data, pengujian asumsi dasar
pada model regresi linear, dan pengujian hipotesis pada hasil regresi linear dengan
menggunakan T-statistik dan F-statistik.
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap data laporan keuangan

pemerintahan daerah yang disgikan sampel dalam penelitian ini sebelum regresi
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dilakukan dan analisis lebih lanjut terhadap hasil dari regres tersebut. Andisis
statistik deskriptif yang dilakukan terdiri dari rata-rata (mean). Dan standar deviasi
untuk mendeskripsikan data masing-masing variabel penelitian dan untuk
menentukan batas minimum dan batas maksimum datadari masing-masing variabel
penelitian.
3.5.2 Uji KualitasData

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah/valid atau tidaknya
suatu kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian. kuesioner dikatakan
valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu
yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2011:72).

Pengujian digunakan dengan menggunakan metode korelasi product
moment pearson yang kemudian dibandingkan dengan rtase. Nilal I tabel
diperoleh dari degree of freedom = n-k, dimana n adalah jumlah responden
dan k adalah jumlah variabel. Apabilanilai korelasinyalebih kecil dari nilal
I' tbet, Maka pernyataan dianggap tidak valid dan harus dikeluarkan dari
pengujian.

2% Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah aat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel yang diteliti (Sunyoto, 2011:67).
Pernyataan dalam kuesioner dikatakan handa jika jawaban seseorang
terhadap pertanyaan adalah konsisten. Uji reliabilitas pengukuran dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cronbach’s alpha dengan
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bantuan software SPSS 24.0. koefisien cronbach’s alpha yang lebih dari
nila r twe disebut reliabel. Ada juga yang berpendapat reliabel jika
cronbach’s alpha > 0.60 (Sunyoto, 2011:68). Nilai cronbach’s alpha yang
semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tinggi konsistens internal
reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Estimas atau asumsi model harus bersifat BLUE (Best Linear Unbiased

Estimate), estimator yang bersifat BLUE diantaranya adalah bersifat linear, bersifat

tidak bias dan efisien. Untuk menghasilkan hal tersebut ada beberapa asums yang

harus dipenuhi, yaitu, (1) Nilai harapan rata-rata adalah nol, (2) variannyatetap, (3)

tidak ada hubungannya antara variabel bebas dan error term, (4) tidak ada korelasi

seria antaraerror.

Daam pengujian regresi ini, penyusunan melakukan uji asums klasik. Uji

asums klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagal berikut:

1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dataterdistribusi
secara normal atau tidak. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka
metode statistik parametrik tidak dapat digunakan dan harus digunakan
metode statistik non parametrik. Uji normalitas digunakan untuk menguji
apakah dalam model regres variabel pengganggu atau residua memiliki
distribusi normal. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka distribusi data bisa

dikatakan normal (Ghozali,2013).
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2. Uji Heter okedastisitas (Heterocedasticity)

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah ada gegjala
heteroskedastisitas dala model penelitian ini. Gangguna heteroskedastisitas
sering muncul dalam data cross section, tetapi juga bisa terjadi pada data
time series. Jikaterdapat heteroskedastisitas dalam model ini, makavarians
tidak sama atau error tidak konsisten. Error yang diharapkan adalah
variasinya seragam sehingga errornya konsisten. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan program SPSS, dimana untuk menguji
heteroskedasitas dilakukan dengan melihat nilai perbandingan nilai
signifikan t dengan standar error yaitu 0.05 atau 5%.

3. Uji Multikolinearitas (Multicolinearity)

Multikolinearitas adalah gejala adanya hubungan linear yang
signifikan antara beberapa atau semua variabel independen yang ada
didalam model regresi. Dalam praktiknya, umumnya multikolinearitas tidak
dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas secara
matematis tidak berkorelas (korelass = 0). Akan tetapi, ada
multikolinearitas yang signifikan dan tidak signifikan (mendekati nol).
Model penelitian yang baik memiliki multikolinearitas yang rendah sebab
Jjika multikolinearitas tinggi maka model kita tidak bias memisahkan efek
parsial dari suatu variabel bebas terhadap variabel bebas lainnya. Untuk
melihat adanya multikolinearitas dengan melihat pengujian Variance
Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance dengan menggunakan program

SPSS 24. Maka dapat dikatakan tidak ada multikolinearitas.
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4, Uji Autokorelas

Autokorelas didefeniskan sebaga terjadinya suatu korelas
diantara data pengamatan, dimana munculnya suatu data dipengaruhi oleh
data sebelumnya. Jika terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien
korelas yang diperoleh kurang akurat. ldentifikasi secara statistik ada
tidaknya ggala autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung nilai
Durbit-Watson (dw). Nila dw dianggap tidak berbahaya jika terletak
didaerah du<dw<4du. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu
persamaan regresi telah memenuhi asumsi autokorelasi jikanilai dari uji dw
mendekati dua atau lebih.
Uji Hipotesis
1. Uji F-statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh
variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap
variabel dependen secara signifikan atau tidak. itu dapat dilihat dari nilai
probabilitas f-statistik ini dibandingkan dengan a.=5%

a. Jikaprobabilitas f-statistik < a. = 5%, maka Ho ditolak.

b. Jikaprobabilitas f-statistik > o = 5%, maka Ho diterima.
2. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode
analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan
pengaruh antar satu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel yang

dipengaruhi disebut variabel dependen sedangkan variabel yang
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mempengaruhi  disebut variabel independen. Model persamaannya di
gambarkan sebagai berikut:

Y = athi X1+bXot+e

Keterangan:
Y : Pengungkapan Laporan Keuangan
a : Konstanta

by : Koefisien Regresi Dari Variabel Opini Audit

b : Koefisien Regresi Dari Variabel Temuan Audit

X1 : Variabel Opini Audit

X2 : Variabel Temuan Audit

e : Error
3. K oefisien Determinasi Berganda (R?)

Koefisien determinasi berganda (R?) berguna untuk mengukur
besarnya sambungan variabel independen secara keseluruhan terhadap
variabel dependennya. Koefisien determinasi berganda memiliki nilai
antara 0 dan 1 (O<R?>1). Dimana bila semakin tinggi nilai R?, suatu regresi
tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan varibel
independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel
dependennya.

4. Uji T-statistik

Uji t-statistik ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan

seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap

variabel dependennya. Untuk mengetahui apakah koefisien veriabel
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independen memiliki hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel
dependennya, dapat dilihat dari probabilitas t-statistik ini dibandigkan
dengan a.=5%.

a. Jikaprobabilitast-statistik < oo = 5%, maka Ho ditolak.

b. Jikaprobabilitast- statistik > o = 5%, maka Ho diterima.
Definisi Operasional
Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini adalah opini audit dan temuan audit. Opini audit baik sektor privat

maupun sektor publik dibedakan menjadi 5 (Lima) kategori kemudian diurutkan

dari opini terbaik hingga opini terburuk yaitu:

1. Wagjar Tanpa Pengecuaian (WTP),

2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa Penjelasan (WTP DBP),
3. Wajar Dengan Pengecualian (WDP),

4. Tidak Wajar (TW),

5. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Sedangkan untuk temuan Audit BPK dalam melakukan pemeriksaan pada

pemerintah daerah melaporkan hasil temuannya yang berupa, kelemahan Sistem

Pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan

tingkat penyimpangan yang dihasilkan oleh ketidakpatuhannya terhadap

perundang-undangan yang berlaku.
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3.6.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi
oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat
pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten
Jeneponto. Sehingga menghasilkan output laporan keuangan yang berkualitas dan

dapat dipertanggungjawabkan.
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ANALISISDAN PEMBAHASAN

41  Gambaran Umum Instansi
411 Dasar Hukum dan Kedudukan BPK RI

Keberadaan BPK telah termaktub dalam UUD RI Tahun 1945 perubahan
ketiga Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Reformas konstitusi
terhadap BPK telah memberikan landasan hukum dan gerak yang kuat bagi BPK
untuk mewujudkan lembaga pemeriksa yang independen, profesional dan penuh
integritas dalam melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan keuangan
negara. Hal ini ditunjukkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengel olaan dan Tanggung Jawab K euangan Negaradan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Kedudukan BPK sebagai Lembaga Keuangan Negara yang bebas dan mandiri
dipertegas dalam TAP MPR RI Nomor X/MPR/2001 tentang L aporan Pel aksanaan
Putusan MPR oleh Lembaga-L embaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR
RI Tahun 2001 dan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali
kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan
negara serta peranannya yang bebas dan mandiri perlu dimantapkan posisinya.

BPK didukung oleh seperangkat UU, yaitu Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK RI berkedudukan di
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Jakarta dan memiliki perwakilan di setiap provins dimana ketentuan lebih lanjut
diatur dengan undang-undang.
4.1.2 Sejarah Perwakilan

Sejalan dengan perkembangan sgjarah Indonesia, BPK RI juga mengalami
berbagai perkembangan. Sekitar 30 Tahun setelah lembaga tinggi Negara yang
bernama Badan Pemeriksa Keuangan dan yang dikenal dengan singkatan Bepeka
ini hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan kemudian ke Jakarta, BPK RI baru
mempunyai satu perwakilan Bepeka, yang kemudian dikenal dengan nama
Perwakilan Bepeka Wilayah 11 di Yogyakarta. Selanjutnya pada usianya yang ke
34, Bepeka mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan
peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Mengingat semakin meningkatnya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas
pemeriksaan yang semakin meningkat pula, maka pada tahun 1981 dibentuk
Perwakilan Bepeka Wilayah 111 berdasarkan keputusan ketua Bepeka Nomor
04/SK/K /1981 tentang Perwakilan BPK di Ujung Pandang dan Keputusan Ketua
Bepeka Nomor 80/SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan Bepeka Wilayah 111 di Ujung
Pandang diresmikan tanggal 27 Mei 1981.

Pada perkembangannya, Bepeka Wilayah 111 di Ujung Pandang beberapa
kali mengalami perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah
menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar berdasarkan keputusan Ketua BPK
RI Nomor 12/SK/1-V11.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata K erja PelaksanaBPK
RI. Selanjutnya terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di Makassar

berdasarkan keputusan Ketua BPK RI Nomor 02/SK/I-V11.3/1/2006 sebagai
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perubahan keempat atas keputusan BPK Rl Nomor 12/SK/I-V11.3/7/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI. Selanjutnya, berdasarkan keputusan
BPK RI Nomor 06/K/I-X111.2/10/2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI,
nama Perwakilan BPK RI di Makassar menjadi Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Nama kantor tersebut
masih digunakan sampai sekarang.
4.1.3 Vis dan Mis BPK RI

Vis dari BPK ialah menjadi pendorong pengel olaan keuangan negara untuk
mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Guna mendukung ketercapaian vis tersebut, maka BPK menghadirkan beberapa
misi, seperti memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara
bebas dan mandiri serta melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas,
independen, dan profesional.
4.1.4 Struktur Organisas BPK RI Perwakilan Sulawes Selatan

Struktur organisasi terdiri dari Kepala Perwakilan, Sub-Auditorat Sulawesi
Selatan yang dibagi berdasarkan wilayah entitas dan sekretariat perwakilan. Berikut
ini adalah para pgabat struktural di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi

Sulawesi Selatan saat peneliti melaksanakan penelitian.
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

¥ . gl YU PRAWIRATRAN
ANDE SOMNY SH. MM SUHARDHS.E., BLELAK 4 SE, WMAL, CA

Sumber: BPK RI, 2019
4.1.5 Pembagian Tugas

BPK RI Perwakilan Provins Sulawesi Selatan mempunya tugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Provins Sulawesi Selatan, Kota/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk
melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor Keuangan Negara

(AKN). BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terdiri:
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a. Kepala Sub Auditorat Sulsdl |

Sub Auditorat Sulawesi Selatan | mempunya tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Provins Sulawess  Sdlatan, Kota Makassar, Kabupaten
Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten
Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar serta
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas,
termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditor
Keuangan Negara (AKN).
b. Kepala Sub Auditorat Sulsdl 11

Sub Auditorat Sulawesi Selatan Il mempunya tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota
Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten
Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara serta BUMD
dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk
mel aksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.
c. Kepala Sub Auditorat Sulsel 111

Sub Auditorat Sulawesi Selatan Ill mempunya tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo,
Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten

L uwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur sertaBUMD dan lembaga
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terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan

pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

d. Kepala Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

a)

b)

d)

f)

Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK  Perwakilan
Provins Sulawesi Selatan

Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan
prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provins Sulawesi
Selatan

Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat,
teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di
lingkungan BPK Perwakilan Provinsl Sulawesi Selatan
Penyusunan  Laporan  Keuangan BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bahan penyusunan
Laporan Keuangan BPK

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala BPK
Perwakilan Provins Sulawes Selatan

Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK

Perwakilan Provinsi Sulawes Selatan

e. Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Subbagian SDM mempunya tugas melaksanakan pengurusan

sumber daya manusiadi lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi

Selatan
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f. Kepala Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyal tugas melaksanakan kebijakan
anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka
penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan.
g. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha

Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepaa
Perwakilan mempunyal tugas melaksanakan kegiatan di bidang
kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan
Provinsi Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan, kesekretariatan,
keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala
Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikass SIMAK dalam
rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawes Selatan.
h. Kepala Subbagian Umum dan Teknologi I nformasi

Subbagian Umum mempunyal tugas melaksanakan pemberian
layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan pengelolaan arsip,
serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan

BPK Perwakilan Provins Sulawesi Selatan
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i. Kepala Subbagian Hukum
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian
layanan dibidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan,
dan informas hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
4.2  Deskrips Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar
kuesioner pada auditor yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi
Selatan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner
sebanyak 50 Rangkap. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan mendatangi
secaralangsung Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan dan dilakukan secara
bertahap karena sebagian auditor melakukan pemeriksaan ke daerah Kabupaten
atau Kota Provins Sulawesi Selatan. Sebagaimana biasanya, kuesioner yang
tersebar kadang tidak menerima tanggapan positif dari responden secara
menyeluruh, sehingga kadangkala terdapat beberapa kuesioner yang tidak
dikembalikan. Dari 50 rangkap kuesioner yang telah tersebar 41 diantaranya
diterimakembali, sementara 9 rangkap sisanyatidak dikembalikan. Adapun rincian

pengumpulan data tersebut dapat dilihat padatabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Rincian Responden Penelitian
Keterangan Jumlah Auditor
Auditorat Sulsdl | 29
Auditorat Sulsdl 11 31
Auditorat Sulsel 111 30
Tota 95

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Tabel 4.2
Pengembalian Kuesioner
K eterangan Jumlah Persentase
Kuesioner yang disebar 50 100%
Kuesioner yang dikembali 41 82%
Kuesioner yang tidak dikembalikan 9 18%
Kuesioner yang dapat diolah 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan berdasarkan umur,

jenis kelamin, pendidikan terakhir, |lama bekerja, dan pembagian wilayah entitas

(Sub Auditorat). Data karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat dalam

penjelasan berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Berikut ini disgjikan tabel demografi berdasarkan umur:

Tabel 4.3
Demografi Responden Berdasarkan Umur
No Umur Responden Jumlah Persentase
1 20-30 Tahun 9 22%
2 31-40 Tahun 28 68%
3 >40 Tahun 4 10%
Total 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Gambar 4.2
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Umur Responden

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
Responden

M 20-30 Tahun
m 31-40 Tahun
>40 Tahun

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dismpulkan bahwa
mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-40 tahun yaitu
sgjumlah 28 auditor (68%) diikuti responden yang berusia 20-30 tahun
berjumlah 9 auditor (22%). Auditor dengan jumlah paling sedikit
berdasarkan usia adalah usia >40 tahun yaitu berjumlah 4 auditor (10%).
. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berikut ini disgjikan demografi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.4
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
Laki-laki 21 51%
2 Perempuan 20 49%
Total 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Gambar 4.3
Grafik Demografi Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Laki-laki

B Perempuan

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat di lihat bahwa mayoritas
responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 auditor
(51%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 20 auditor
(49%).
. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel 4.5
Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase
1 S1 20 49%
2 S2 12 29%
3 S3 9 22%
Tota 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Gambar 4.4
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang
Pendidikan

WSl mS2 mS3

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa responden
yang bekerja pada kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan mayoritas
responden dengan jenjang pendidikan S1 yaitu berjumlah 20 auditor (49%)
diikuti responden dengan jenjang S2 berjumlah 12 auditor (29%). Lalu
responden dengan jenjang pendidikan S3 yaitu berjumlah 9 auditor (20%).
. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.

Berikut disgjikan demografi responden berdasarkan lama bekerja:

Tabel 4.6
Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja
No Lama Bekerja Jumlah Persentase
1. 0-5 Tahun 16 39%
2 6-10 Tahun 17 41%
3 >10 Tahun 8 20%
Total 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Gambar 4.5
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

20%

m 0-5 Tahun

6-10 Tahun
41%

-

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

>10 Tahun

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas
responden bekerja selama 6-10 Tahun sebanyak 17 auditor (41%), diikuti
responden yang bekerja selama 0-5 tahun sebanyak 16 auditor (39%), dan
responden yang bekerja >10 tahun yaitu sebanyak 8 auditor (20%).

. Karakteristik Responden Berdasarkan Pembagian Wilayah Entitas (Sub
Auditorat).

Berikut ini disajikan demografi responden berdasarkan Sub Auditorat:

Tabel 4.7
Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat
No Keterangan Jumlah Persentase
1 Sub Auditorat Sul-Sel | 20 49%
2 Sub Auditorat Sul-Sel 11 11 27%
3 Sub Auditorat Sul-Sel 111 10 24%
Total 41 100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2019
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Gambar 4.6
Grafik Demografi Responden Berdasarkan Sub Auditorat

Karakteristik Responden Berdasar kan Pembagian
Wilayah (Sub Auditorat)

W Sub Auditorat Sul-Sel |
m Sub Auditorat Sul-Sel Il
m Sub Auditorat Sul-Sel Il

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel dan grafik di atas mengena karakteristik
responden berdasarkan pembagian wilayah (Sub Auditorat) dapat dilihat
bahwa mayoritas responden berada di sub auditorat sul-sel | yaitu berjumlah
20 responden atau sebesar 49% diikuti dengan responden yang berada di
sub auditorat sul-sel 11 yang berjumlah 11 responden atau berjumlah 27%
kemudian sub auditorat sul-sel 111 menjadi responden yang paling rendah
pada penelitian ini yaitu berjumlah 10 responden atau sebesar 24%.

4.3  AnalissData
4.3.1 Hasl Uji Statistik Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk

memberikan gambaran mengenai nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar
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devias setiap variabel selama periode observas untuk mendeskripsikan data
masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah opini audit, temuan audit, dan pengungkapan laporan keuangan. Variabel-

variabel tersebut akan diuji dengan uji statistik deskriptif.

Tabel 4.8
Analisis Statistik Deskriptif
N Minimu Maximu Mean Std.
m m Devidti
on
OPINI AUDIT 41 3.60 5.00 4.2366 .37065
TEMUAN AUDIT 41 3.90 5.00 4.3610 .33308
PENGUNGKAPAN 41 3.60 5.00 4.3756 .35832
LAPORAN
KEUANGAN
Valid N (listwise) 41

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019
Keterangan:
0-1,0 = Sangat Tidak Setuju
1,1-2,0 = Tidak Setuju
2,1-3,0 = Netra
3,1-4,0 = Setuju
4,1-5,0 = Sangat Setuju
Tabel di atas menjelaskan hasil statistik deskriptif atau gambaran dari variabel -
variabel dalam pendlitian ini, antaralain:
1 Opini Audit (X1)
Berdasarkan tabel di atas X1 memiliki nilai mean 4.23 beradadi skala

nilai yang menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar deviasi
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menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,370 dari nila rata-rata
jawaban responden.
2. Temuan Audit (X2)

Berdasarkan tabel di atastemuan audit (X2) memiliki nilai mean 4.36
di skala nilai menunjukkan pilihan jawaban sangat setuju. Nilai standar
deviasi menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 0,333 dari nilai rata-
rata jawaban responden.

3. Pengungkapan Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel di atas pengungkapan laporan keuangan (Y)
memiliki nilai mean 4,37 berada di skalanilai menunjukkan pilihan jawaban
sangat setuju. Nilai standar deviass menunjukkan adanya penyimpangan
sebesar 0,358 dari nilai rata-rata jawaban responden.

Hasl Uji Kualitas Data
i Uji Vdiditas Data

Uji validitas data adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya
sesuai dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Menurut
(Sunyoto, 2011:72) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur
sah/valid atau tidaknya suatu kuesioner sebagal suatu instrumen penelitian.
kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji dalam penelitian ini mengkorel asikan skor tiap butir dengan skor
total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Penelitian ini merupakan

instrumen non-tes, maka untuk mengukur instrumen tersebut cukup
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memenuhi validitas konstruksi. Pengujian validitas tiap butir digunakan
analisis item yaitu mengkorelasikan skor tigp butir dengan skor total yang
merupakan jumlah setiap skor butir. Teknik yang digunakan untuk menguji
validitas pada penelitian ini adalah teknik korelasi product moment dari

pearson. Hasil uji validitas untuk setiap instrumen adalah sebagal berikut:

a. Opini Audit
Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Opini Audit
Nomor r-hitung r-tabel Keterangan
Item
1 0.723 0.334 valid
2 0.844 0.334 Valid
3 0.798 0.334 Valid
4 0.555 0.334 valid
5 0.859 0.334 valid
6 0.774 0.334 Valid
7 0.697 0.334 Valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas padainstrumen
berdasarkan opini audit dengan menggunakan SPSS pengolahan
data, semua item pertanyaan opini audit memiliki nilai korelasi r-
hitung lebih besar dari nila r-tabel sebesar 0.334 (tarif signifikan

5% dengan n=33) sehingga dapat dinyatakan bahwa tersebut valid.
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Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Temuan Audit
Nomor r-hitung r-tabel K eterangan
Item
1 0.479 0.334 valid
2 0.797 0.334 Vvalid
3 0.874 0.334 valid
4 0.820 0.334 Vvalid
5 0.862 0.334 Vvalid
6 0.706 0.334 Vvalid
7 0.731 0.334 Vvalid
8 0.722 0.334 valid
9 0.372 0.334 valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas padainstrumen

berdasarkan temuan audit dengan menggunakan SPSS pengolahan

data, semua item pertanyaan opini audit memiliki nilai korelasi r-

hitung lebih besar dari nilai r-tabel sebesar 0.334 (tarif signifikan

5% dengan n=33) sehingga dapat dinyatakan bahwa data tersebut

valid.
c. Pengungkapan Laporan Keuangan
Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Laporan Keuangan
Nomor Item r-hitung r-tabel K eterangan
1 0.684 0.334 valid
2 0.692 0.334 valid
3 0.905 0.334 valid
4 0.588 0.334 valid
5 0.767 0.334 valid

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019
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Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas padainstrumen
berdasarkan pengungkapan |aporan keuangan dengan menggunakan
SPSS pengolahan data, semuaitem pertanyaan opini audit memiliki
nilai korelas r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel sebesar 0.334
(tarif signifikan 5% dengan n=33) sehingga dapat dinyatakan bahwa
data tersebut valid.

2. Uji Reliabilitas Data

Tabel 4.12
Hasil Uji Reliablitas Data Istrumen
Nomor Variabel Cronbach’s K eterangan
Alpha
1 Opini audit 0.866 Reliabel
2 Temuan Audit 0.877 Reliabel
3 Pengungkapan L aporan Keuangan 0.778 Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan uji reliabilitas instrumen yang di uji
melalui SPSS dapat dinyatakan bahwa instrumen variabel penelitian dinyatakan
reliabel karena koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60.
4.3.3 Uji Asumsi Klasik
1 Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model
regres variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika
nila signifikanss > 0.05 maka distribus data bisa dikatakan normal

(Ghozali,2013). Hasil uji normalitas dapat dilihat padatabel berikut:
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Hasil Uji Normalitas
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 41
Normal Mean .0000000
Parameter 2P Sd. 1.32960604
Deviation
Most Extreme Absolute .073
Differences Positive .073
Negative -.071
Test Satistic .073
Asymp. Sg. (2-tailed) .200°¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Sgnificance Correction.

d. Thisisa lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya

adalah 0.2. nilai ini lebih besar dari nilai 0.05. ini berarti dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian uji

asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi dalam penélitian.

2 Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian ini dilakukan dengan perbandingan nilai siginifikant dengan a. =

5%. Bila nilai signifikan t hitung lebih kecil dari 5% maka akan terjadi

heterokedastisitas, begitu jugasebaliknyajikasignifikant hitung lebih besar

dari 5% makatidak akan terjadi heterokedastisitas.
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Tabel 4.14
Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients?
Model Unstandardized Standardized t Sg.
Coefficients Coefficients
B Sd. Beta
Error
1 (Constant) 3.693 1.690 2.185 .035
OPINI .005 .061 .017 .081 .936
AUDIT
TEMUAN -.070 .054 -267 -1.306  .199
AUDIT

a. Dependent Variablee RESR2
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat masing-masing variabel
independen diperoleh nila signifikan t > 5%. Variabel opini audit memiliki
nilai signifikan t hitung sebesar 0.936 dan variabel temuan audit memiliki
nila signifikan 0.199. maka dapat dismpulkan bahwa dari pengujian
tersebut tidak terjadi adanya heterokedastisitas
3 Uji Multikorelasi

Untuk mengetahui adanya multikorelasi dapat dilakukan dengan
menguji Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance dengan
menggunakan SPSS. Berdasarkan teori, jika nilai VIF mendekati 1 berarti
tidak terdapat multikorelasi, tapi jikanilai VIF > 5 maka ada multikorelasi.
Sedangkan untuk tolerance dikatakan tidak mempunyai korelasi jika
nilainya mendekati 1, jika memiliki nilai 0 maka mempunyai korelasi
sempurna. Hasil uji multikorelas dengan menggunakan VIF dan nila

tolerance dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.15
Hasil Uji Multikorelasi
Coefficients
Model Collinearity
Satistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
OPINI AUDIT 587 1.703
TEMUAN AUDIT 587 1.703

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel opini audit dan
temuan audit memiliki nilai tolerance diatas 0.1 dan VIF lebih kecil dari 1.0
Ha ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala
multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.
4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat
korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan
pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika terjadi
autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh
menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model
regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk
mendeteks ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian
Durbin-Watson (D-W). kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi
yaitu:

1. Nilai D-W berada diantara 0 hingga 1.10 berarti ada

autokorelasi positif.
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2. Nila D-W berada diantara 1.10 hingga 1.54, tidak dapat
diputuskan

3. Nila D-W beradadiantara 1.54 hingga 2.46 berarti tidak ada
autokorelasi.

4. Nilai D-W lebih besar dari 2.46 berarti ada autokorelas

negatif.
Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®
Model R RSguare  Adjusted  Sd. Error of the  Durbin-
R Square Estimate Watson
1 6702 449 420 1.36415 1.836

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

b. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas menygjikan hasil uji D-W dengan
menggunakan program SPSS 24.0. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai
D-W yang didapat angka sebesar 1.836 yang berarti termasuk pada kriteria
ketiga pada penilaian terjadinya autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan
bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.
4.3.4 Hasl Uji Hipotesis
1. Uji Statistik t
Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan

dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai
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signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen
tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.17
Hasil Uji t-Statistik

Coefficients
Model Unstandardized Sandar t Sg.
Coefficients dized
Coeffici
ents
B Sd. Beta
Error
1 (Constant) 5.555 3.015 1.843 .073
OPINI 287 109 414 2.635 .012
AUDIT
TEMUAN .198 .096 324 2.065 .046
AUDIT

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas hasil pengujian Uji Parsial (Uji-t) hipotesis
X dan X diperoleh bahwa opini audit dan temuan audit memiliki pengaruh
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Pengujian pengaruh
variabel opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan
keuangan dapat diketahui dengan melihat nilai t hitung untuk opini audit
sebesar 2,635 dan t tabel sebesar 2,024 dengan signifikansi 0.012 dan t
hitung untuk temuan audit sebesar 2.065 dan t tabel 2.024 dengan
signifikansi sebesar 0,046. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai
signifikansi yang berada di atas 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh
dari variabel opini audit dan temuan audit terhadap pengungkapan laporan

keuangan. Hasil penelitian mendukung hipotesis Hi dan H> bahwa terdapat
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pengaruh yang signifikan opini audit dan temuan audit terhadap
pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan untuk hipotesis ketiga (H3)
berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa temuan audit bukan
variabel yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini karena nilai t-
hitungnya hanya 2.065 sedangkan opini audit memiliki nilai t-hitung 2.635.
2. Persamaan Regresi

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model
regresi. Maka berdasarkan tabel 4.17, maka persamaan regresi yang
terbentuk pada regresi ini adalah:

Y=5.555-0.287X,+0.198X,+0.05

Hasil pengujian yang diperoleh di atas adalah sebagai berikut:

a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5.555 artinya jika
opini audit dan temuan audit bernilai 0 maka besarnya
tingkat pegungkapan laporan keuangan yang terjadi adalah
sebesar 5.555.

b. Koefisien regresi X; = 0.287 artinya jika opini audit naik
sebanyak 1 satuan, maka opini audit naik sebesar 0.287.

c. Koefisien regresi X, = 0.198 artinya bahwa jika temuan audit
naik sebanyak 1 satuan, maka temuan audit naik sebesar
0.198.

3. Uji Koefisien Determinasi (R?)
Koefisen determinas berganda (R? berguna untuk mengukur

besarnya sambungan variabel independen secara keseluruhan terhadap
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variabel dependennya. Koefisien determinasi berganda memiliki nilai
antara 0 dan 1 (0O<R?>1). Dimana bila semakin tinggi nilai R?, suatu regresi
tersebut maka akan semakin baik. Hal ini berarti bahwa keseluruhan varibel

independen secara bersama-sama mampu menerangkan variabel

dependennya.
Tabel 4.18
Hasil Uji Determinasi (R?)
Model Summary
Model R R Adjusted R Sd. Error of the
Square Square Estimate
1 .6707 449 420 1.36415

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa koefisen determinas yang
disesuaikan (R Sguare) sebesar 0.449 memberi pengertian bahwa variabel
opini audit dan temuan audit varias yang terjadi pada variabe
pengungkapan laporan keuangan (Y) adalah sebesar 44.9% ditentukan oleh
variabel opini audit dan temuan audit, selebihnya 45,1% ditentukan oleh
faktor lain yang tidak diketahui dan tidak termasuk dalam analisis regres
ini.

4. Uji F Statistik

Uji F-satistik ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh
variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap
variabel dependen secara signifikan atau tidak. itu dapat dilihat dari nilai
probabilitas f-statistik ini dibandingkan dengan a=5%

c. Jkaprobabilitas f-statistik < o = 5%, maka Ho ditolak.
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d. Jikaprobabilitas f-statistik > o = 5%, maka Ho diterima.

Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji F Statistik
ANOVA?
Model Sum of df Mean F Sg.
Sguares Sguare
1 Regression 57.676 2 28.838 1549 .000°
7
Residual 70.714 38 1.861
Total 128.390 40

a. Dependent Variable, PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

b. Predictors. (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT
Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh F hitung 15.497 > F Tabel 2.85 dan
nilai P value sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05. kesimpulannya berarti
bahwa secara simultan opini audit dan temuan audit secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan |aporan keuangan. Dengan
demikian hipotesis keempat (H4) diterima.

44  Pembahasan Hasl Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk mennguji pengaruh opini audit dan temuan
audit terhadap pengungkapan laporan keuangan pada pemerintah daerah kabupaten
Jeneponto. Berdasarkan hasil andlisis yang telah diuraikan di atas maka
pembahasan tentang hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1 Pengaruh opini audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, ha ini dibuktikan
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dengan melihat nilai t-hitung pada model regres uji parsial yang dilakukan
yaitu memiliki nilai t-hitung>t-tabel (2,635>2.024) dengan nilai signifikan
sebesar 0.012. berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa opini
audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Evanti Andriani (2012) yang mengatakan bahwa opini audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan, penelitian tersebut menggunakan metode lag effect yaitu
menganalisis opini tahun lalu dengan pengungkapan laporan keuangan
tahun berjalan. Dari hasil penelitian ini, hipotesis pertama (Hi) diterima.
Maka dari itu opini audit selalu menjadi sesuatu hal yang dapat memicu
pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih
berkualitas dan akuntabel sehigga tidak terjadi kesalahpahaman atau
asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Semakin
bagus opini yang diberikan oleh BPK maka akan menjadikan masyarakat
lebih percaya kepada pemerintah untuk mengelola laporan keuangan serta
asset-aset yang ada di daerah tersebut.
. Pengaruh temuan audit terhadap pengungkapan laporan keuangan.
Hasil pendlitian ini menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, hal ini dibuktikan
dengan melihat nilai t-hitung pada model regresi uji parsial yang dilakukan
yaitu memiliki nilai t-hitung>t-tabel (2.065>2.024) dengan nilai signifikan

sebesar 0.046. berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa temuan
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audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Evanti Andriani (2012) yang menyatakn bahwa temuan
audit bepengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan pemerintah daerah, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan
Evanti membagi temuan tersebut dalam beberapa karakteristik. Maka dari
hasil penelitian ini, menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Itu
artinya bahwa temuan audit menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi
suatu unsur yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan
pemerintah daerah yang akan menjadikan kualitas dari laporan keuangan
tersebut menjadi lebih berkualitas dan akuntabel sehingga menjadikan
masyarakat bisa lebih mendapatkan kepercayaan lebih dari pemerintah,
bahwa laporan keuangan daerahnya telah dikelola dengan baik. Hal tersebut
yang nantinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau
yang biasa kita sebut dengan istilah good government.

3. Temuan audit paling berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

keuangan.

Hasil pendlitian ini menunjukkan bahwa temuan audit bukan
variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan melihat perbandingan nilai t-
hitung opini audit dengan temuan audit pada model regresi uji parsia yang
dilakukan yaitu opini audit memiliki nilai t-hitung sebesar 2,635 sedangkan

nilai t-hitung untuk temuan audit sebesar 2.065 dengan nilai t-tabel 2.024.
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Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa temuan audit bukan
variabel yang paling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap
pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Liestiani (2008) yang menyatakan bahwa temuan audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan
keuangan. Dari hasil penelitian ini, maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Itu
artinya bahwa diantara kedua variabel yang digunakan dalam penelitian ini
menyatakan bahwa keduanya sama-sama berpengaruh hanya saja diantara
variabel tersebut opini audit merupakan variabel yang memiliki pengaruh
yang sangat tinggi terhadap pengungkapan laporan keuangan dibandingkan
dengan temuan audit. Hal ini disebabkan oleh karena opini audit selalu
menjadi momok bagi pemerintah daerah karena opini tersebutlah yang
membuat masyarakat bisa secara kasat mata menilai bahwa apakah
pemerintah daerah tersebut sudah mengelola laporn keuangannya dengan
baik atau malah sebaliknya, ketika auditor misalnya memberikan opini
Tidak Wajar (TW), maka tentu penilaian publik terhadap pemerintah akan
menjadi buruk dan sebaliknya ketika auditor misalnya memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ini akan menjadikan masyarakat akan
lebih percaya kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan
daerahnya. Sedangkan untuk temuan audit tidak secara langsung terekspos
oleh publik secara luas sehingga publik sehingga butuh waktu untuk menilai

apaka laporan keuangan tersebut sudah baik atau sebaliknya.
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4. Opini audit dan temuan berpengaruh secara bersama-sama terhadap
pengungkapan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan temuan
audit berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pengungkapan
laporan keuangan, hal ini dibuktikan dengan melihat nila F-hitung pada
model regresi uji simultan variabel yang dilakukan yaitu memiliki nilai F-
hitung 15.497 > F Tabel 2.85 dan nilai P value sebesar 0.00 nilai tersebut
lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut mengindikasikan bahwa
opini audit dan temuan audit berpengaruh positif dan signifikan secara
Bersama-sama terhadap pengungkapan laporan keuangan. Dari hasil
penelitian ini, menyatakan bahwa hipotesis keempat (Hs) diterima. Ini
mengindikasikan bahwa opini audit dan temuan audit memang sangatlah
menjadi sesuatu masalah pokok dalam menentukan apakah laporan
keuangan pemerintah daerah tersebut bisa dikatakan baik atau tidak. Oleh
karenanya opini dan temuan tersebut harus semaksimal mungkin
diperhatikan oleh pemerintah daerah agar laporan keuangan pemerintah
daerah menjadi berkualitas sehingga bisa sesuai dengan harapan masyarakat
dan pemerintah menjadikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau
good government.

Dengan demikian dari seluruh pengujian yang dilakukan maka dapat
dikatakan bahwa opini audit dan temuan audit yang diberikan oleh BPK kepada
pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sangatlah berpengaruh terhadap

pengungkapan laporan keuangan yang ada di pemerintah daerah tersebut. Hal ini
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tentunya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan
keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas yang dapat dipercaya oleh
masyarakat sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dari pemerintah daerah. Dan
mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good

government.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan
Tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan

standar akuntansi pemerintahan di Indonesia sudah mulai ada peningkatan dari

tahun ke tahun, walaupun masih tergolong sangat relatif rendah. Pemerintah daerah
belum sepenuhnya memahami informasi apa sgja yang wajib diungkapkan dalam
laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Khususnya yang
terjadi di peerintah daerah kabupaten Jeneponto yang dari 5 tahun terakhir tidak
pernah mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Penelitian ini menguji pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi dengan dengan menyebarkan

kuesioner kepada auditor yang adadi BPK RI perwakilan Provinsi Sulawes Selatan

yang kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 24.0. Untuk hasil pengujian
hipotesis tersebut menunjukkan bahwa:

1 Opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan. Artinya bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK
sangat berpengaruh terhadap peningkatan laporan keuangan pemerintah
daerah kabupaten Jeneponto.

2. Temuan audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan
laporan keuangan pemerintah daerah Jeneponto. Artinya bahwa temuan

audit yang diperoleh oleh BPK banyak yang kemudian disgjikan dalam
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laporan hasil pemeriksaan maka akan memicu peningkatan kualitas
pelaporan keuangan daerah pemerintah kabupaten Jeneponto.

Temuan audit bukanlah menjadi sebuah variabel yang paling berpengaruh
terhadap pengungkapan laporan keuangan. Artinya bahwa variabel tersebut
tidak cukup untuk merepresentasikan peningkatan atau kualitas laporan
keuangan yang ada di pemerintah daerah kabupaten Jeneponto.

Opini audit dan temuan audit secara bersama-sama berpengaruh postif dan
signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah
kabupaten Jeneponto. Artinya bahwa opini yang diberikan oleh BPK dan
temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan BPK tersebut secara
bersamaan dapat memicu tingkat penygjian laporan keuangan yang lebih
berkualitas.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode analisis
dengan menyebarkan kuesioner kemudian juga menggunakan Laporan
K euangan Pemerintah Daerah sebagai datayang akan dianalisis agar supaya
keakuratan dalam mengambil keputusan dapat menjadi lebih akurat dan
objektif.

Untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebaiknya variabel yang digunakan
dapat menggunakan variabel kontrol juga agar supaya penilaian yang dapat

dilakukan dengan melihat variabel lain yang dapat mempengaruhinya.
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LAMPIRAN 4.2: KUESIONER PENELITIAN
Makassar, 24 Me 2019

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/lbu

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Rl (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi
Selatan

Di

Tempat

Dengan Hormat,
Daam rangka penyusunan skripsi sebagal salah satu syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Bosowa Makassar, maka sayayang

mengirim kuesioner ini:

Nama - Sukarman

NIM : 4515013020
Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Membutuhkan beberapa informasi untuk mendukung penelitian yang akan
dilakukan. Informasi yang saya peroleh dari respon yang Bapak/Ibu berikan akan
sangat membantu untuk mendapatkan bukti mengenai penelitian yang berjudul
“Analisis Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto”.

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/lbu untuk

menjadiresponden dengan mengisi lembar kuesioner secara lengkap. Data yang



diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian tidak digunakan
sebagal penilaian kinerja di tempat Bapak/Ibu bekerja, sehingga kerahasiaannya
akan sayajaga sesual dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi dan

menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Peneliti

Sukarman



DATA RESPONDEN

Nama/Inisial

Jenis Kelamin* : Pria Wanita

Usia : Tahun

Pendidikan Terakhir* : S1 S2 S3

Lama Bekerja* : 0-5thn 6-10 thn >10 thn

Sub Auditorat* : Sul-Sel | Sul-S€l 11 Sul-S4l 111

*Beri tanda check list pada kolom yang tersedia



Dibawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai opini audit (X1), Temuan
Audit (X2) dan Pengungkapan Laporan Keungan Daerah (Y) sgauh mana variabel
tersebut bisa menggambarkan sesuai keyakinan Bapak/Ibu. Saya harap tanggapan
atas pertanyaan tersebut diberikan tanda check list (v) pada kotak yang telah
disediakan:

SS : Sangat Setuju TS :Tidak Setuju
S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju
N. : Netra
Jawaban
NO Pertanyaan

Indikator : Opini Audit (X1)

Auditor perlu untuk memahami sistem
1 | pengendalian internal dengan baik sehingga
dapat memberikan opini audit dengan benar

Kepatuhan auditor terhadap peraturan
perundang-undangan digunakan untuk

2 | memperoleh kecukupan informasi mengenai
kemungkinan terjadinya kecurangan dalam
penyajian laporan keuangan

Informasi mengenai tindak kecurangan dapat
3 | digunakan sebagai pertimbangan dalam
memberikan opini audit

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
sebelumnya dan pengumpulan data serta
informasi lain terkait dengan LKPD yang
akan diperiksa dilakukan untuk
mengembangkan prosedur pemeriksaan
selanjutnya




Pemantauan mengenai kemungkinan
terjadinya temuan yang berulang atau
keyakinan pemeriksaan atas kewajaran

. transaksi atau akun pada LKPD yang
diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya dapat
digunakan untuk memberikan opini audit

6 K egagalan dalam memperol eh bukti yang
kompeten membuat lingkup audit meluas

7

Auditor dalam memberikan opini audit harus
didasari dengan sikap profesional,
independensi, dan integritas yang tinggi

Indikator : Temuan Audit (X2)

Temuan audit bisa menemukan sekecil
apapun kesalahan atau penyimpangan yang
ada

Temuan harus dilaporkan sesual faktayang
ada

10

Kekeliruan dalam pengumpulan dan
pemilihan bukti sertainformasi dapat
menghambat proses penyelesaian
pemeriksaan

11

Temuan audit tidak boleh direkayasa

12

Temuan atas tingkat penyimpangan LKPD
dijadikan salah satu dasar pertimbangan
auditor dalam memberikan opini audit

13

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap
undang-undang dijadikan salah satu dasar
pertimbangan auditor dalam memberikan
opini audit




Temuan atas kel emahahan sistem
pengendalian internal dapat dijadikan salah
satu dasar pertimbangan auditor dalam
memberikan opini audit

14

Proses pengumpulan dan pengujian bukti
harus dilakukan dengan maksimal untuk
mendukung kesimpulan, temuan audit serta
rekomendasi yang terkait

15

Temuan audit harus memuat seluruh aspek

16 i
pemeriksaan

Indikator : Pengungkapan L aporan Keuangan
Daerah (Y)

Laporan yang dihasilkan harus akurat,
lengkap, obyektif, meyakinkan, jelas, ringkas,
sertatepat waktu agar informasi yang
diberikan bermanfaat secara maksimal

17

Pengungkapan pada |aporan keuangan
18 pemerintah daerah sesuai dengan hasil
pemeriksaan

19 | Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
harus tetap terjaga

20 | Laporan keuangan pemerintah daerah memuat
informasi yang dapat diandalkan dan
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Para pengguna Laporan keuangan pemerintah
21 | daerah dapat memahami laporan keuangan
dengan baik

Sumber : Data diolah Suhartini dan Ariyanto, 2009




LAMPIRAN: JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITAS X1

JUMLAH

28
29
30
30
28
28
29
28
29
28
29
29
27
26
35
29
35
35
28
32
34
32
28
33
29
33
30
28
25
33
28
31

28
27
28

7

RES.

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35




LAMPIRAN: JAWABAN RESPONDEN UJI VALIDITASVARIABEL X2

JUMLAH

32

33

34
35

33

31

34
34
35

33

34
33

32

35

40

32

40

40

32

34
40

36

34
36
35

40

32

39
35

34
33

33

37

34
37

9

8

RES

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25

26

27
28
29
30
31

32

33

34
35




LAMPIRAN: JAWABAN HASIL UJI VALIDITASVARIABEL Y

JUMLAH

22
21

23
21

22
24
20
20
20
21

23
21

22
21

25
20
25
25
20
23
25
21

21

25
22
24
20
20
22
21

18
21

21

21

21

5

RES

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35




LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL X1

32

27

18
33
33
35
32

28
31

31

35
35

35
28
25
32

25
32

35

35

35
26

32

31

29
32

35

32

32

26
27

35
30
30
30

27

27

29

7| JUMLAH

6

RES

10
11
12
18
14
15
16
17
18
19
20
21

22
28
24
28
26
27
28
29
30
31

32

33

35

36
37

38
39
40
41




LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL X2

JUMLAH

42

35

41

26
42

45

45

43

42

39
43

45

45

45

36
38
44
40

43

45

45

45

36
38
40
40

39
45

41

41

44
39
34
44
42

34
34
40

35

34
35

9

8

RES

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

32

33
34

35

36

37

38

39

40
41




LAMPIRAN: HASIL JAWABAN RESPONDEN VARIABEL Y

JUMLAH

24
21

24
14
21

25
25
23
20
21

24
25
23
25
20
20
24
24
23
25
25
25
20
22
24
22
24
25
22
25
24
23
20
25
23
20
23
25
21

23
23

5

RES

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

33

35
36
37

38
39
40
41




LAMPIRAN 43.1HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
OPINI AUDIT 41 3.60 5.00 4.2366 .37065
TEMUAN AUDIT 41 3.90 5.00 4.3610 .33308
PENGUNGKAPAN 41 3.60 5.00 4.3756 .35832

LAPORAN KEUANGAN
Valid N (listwise) 41




LAMPIRAN 4.3.2.1 HASIL UJI VALIDITASDATA
Correlations

OAl OA2 OA3 OA4 OA5 OA6 OA7 X1

OAl1 Pearson 1 546" 476 .166 .543™ .580" .558" 723"

Correlation

Sig. (2-tailed) .001 .004 .340 .001 .000 .000 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA2 Pearson .546™ 1 .602™ .364" 677" .583" 726" .844™

Correlation

Sig. (2-tailed) .001 .000 .032 .000 .000 .000 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA3  Pearson 476" .602™ 1 .555™ 748" .380" 424" 798"

Correlation

Sig. (2-tailed) .004 .000 .001 .000 .024 .011 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA4  Pearson .166 .364" .555™ 1 516" .270 .069 .555™

Correlation

Sig. (2-tailed) .340 .032 .001 .002 117 .694 .001

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA5 Pearson .543™ 677" .748™ 516" 1 578" 415" .859™

Correlation

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .002 .000 .013 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA6  Pearson .580™ .583" .380" .270 578" 1 543" 774"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .024 117 .000 .001 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
OA7 Pearson .558™ 726" 424" .069 415" 543" 1 .697"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .694 .013 .001 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35
X1 Pearson 723" .844" .798" .555™ .859™ T747 .697" 1

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

TAl TA2 TA3 TA4 TA5 TAG6 TA7 TA8 TA9 X2

TA1l Pearson 1 .598™ 576" .709™ 574" 727" 474" .605™ .149 752"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .004 .000 .394 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA2 Pearson .598" 1 .816™ .940™ .830" 678" .699” .830™ .039 911"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .823 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA3 Pearson 576" .816" 1 752" .802" 727" .800" .709™ .068 .892"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .697 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA4 Pearson .709” .940™ 752" 1 .833" 754" 679" .831" .096 .926"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .585 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA5 Pearson 574" .830" .802" .833" 1 697" 750" 787" .009 .896™

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .959 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA6 Pearson 727" .678™ 727" .754™ .697" 1 725" 782" .103 .868™

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .558 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA7 Pearson 474 699" .800" 6797 750" 725" 1 .680" .064 .836"

Correlation

Sig. (2-tailed) .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .715 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA8 Pearson .605™ .830™ .709” .831" 787" 782" .680" 1 -.002 .879"

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .990 .000

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
TA9 Pearson .149 .039 .068 .096 .009 .103 .064 -.002 1 .149

Correlation

Sig. (2-tailed) .394 .823 .697 .585 .959 .558 715 .990 .394

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
X2 Pearson 752" .911™ .892™ .926™ .896" .868" .836" .879" .149 1

Correlation

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .394

N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

P1 P2 P3 P4 P5
P1 Pearson Correlation 1 .198 .610" .184 417 .684™
Sig. (2-tailed) 254 .000 291 013 .000
N 35 35 35 35 35 35
P2 Pearson Correlation .198 1, .580" .338" .459™ .692"
Sig. (2-tailed) 254 .000 047 .006 .000
N 35 35 35 35 35 35
P3 Pearson Correlation .610" .580™ 1 516" .595™ .905™
Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35
P4 Pearson Correlation .184 .338" 516" 1 .233 .588™
Sig. (2-tailed) 291 .047 .002 178 .000
N 35 35 35 35 35 35
P5 Pearson Correlation 417 459" .595™ .233 1 767"
Sig. (2-tailed) .013 .006 .000 178 .000
N 35 35 35 35 35 35
G Pearson Correlation .684™ .692™ .905™ .588™ 767" 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



LAMPIRAN 4.3.2.2UJI RELIABILITASDATA

Reliability

Output Created
Comments

Input

Missing Value Handling

Syntax

Resources

Notes

Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data
File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Processor Time

Elapsed Time

02-JUL-2019 01:38:10

DataSet8
<none>
<none>
<none>

35

User-defined missing values
are treated as missing.
Statistics are based on all
cases with valid data for all
variables in the procedure.
RELIABILITY
/VARIABLES=0A1 OA2
OA3 OA4 OA5 OA6 OA7
/SCALE(ALL VARIABLES')
ALL
/MODEL=ALPHA.
00:00:00.00
00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 35 100.0
Excluded? 0 0
Total 35 100.0




a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha N of Items
.866 7
Reliability
Notes

Output Created

Comments

Input Active Dataset

Missing Value Handling

Syntax

Resources

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data
File

Matrix Input

Definition of Missing

Cases Used

Processor Time

Elapsed Time

02-JUL-2019 01:42:29

DataSet8
<none>
<none>
<none>

35

User-defined missing values
are treated as missing.
Statistics are based on all
cases with valid data for all
variables in the procedure.
RELIABILITY
/VARIABLES=TA1 TA2 TA3
TA4 TAS5 TA6 TA7 TA8 TA9
/SCALE('ALL VARIABLES")
ALL
/MODEL=ALPHA.
00:00:00.00
00:00:00.00




Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 35 100.0
Excluded? 0 .0
Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.877 9

Reliability

Notes

Output Created
Comments
Input Active Dataset

Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data

File

Matrix Input
Missing Value Handling Definition of Missing

02-JUL-2019 01:44:54

DataSet8
<none>
<none>
<none>

35

User-defined missing values

are treated as missing.



Cases Used Statistics are based on all
cases with valid data for all
variables in the procedure.

Syntax RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4
P5
/SCALE(ALL VARIABLES')
ALL
/MODEL=ALPHA.
Resources Processor Time 00:00:00.00
Elapsed Time 00:00:00.00

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N %
Cases Valid 35 100.0
Excluded? 0 .0
Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
778 5




LAMPIRAN 4.3.3. HASIL UJI ASUMSI KLASIK

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 41
Normal Parameters° Mean .0000000
Std. Deviation 1.32960604
Most Extreme Differences Absolute .073
Positive .073
Negative -.071
Test Statistic .073
Asymp. Sig. (2-tailed) .200¢%4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Coefficients?
Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 5.555 3.015 1.843 .073
OPINI AUDIT .287 .109 414 2.635 .012
TEMUAN AUDIT .198 .096 .324 2.065 .046

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 3.693 1.690 2.185 .035
OPINI AUDIT .005 .061 .017 .081 .936
TEMUAN AUDIT -.070 .054 -.267 -1.306 .199

a. Dependent Variable: RES2



Coefficients?
Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Tolera
Model B Std. Error Beta t Sig. nce VIF
(Constant) 5.555 3.015 1.843 .073
OPINI AUDIT .287 .109 414 2.635 .012 .587 1.703
TEMUAN .198 .096 324 2.065 .046 .587 1.703
AUDIT
a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
Model Summary®
Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .6702 .449 420 1.36415 1.836

a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT
b. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN



Model Summary

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .6708 449 420 1.36415
a. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT

ANOVA?Z
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 57.676 2 28.838 15.497 .000P
Residual 70.714 38 1.861
Total 128.390 40

a. Dependent Variable: PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN
b. Predictors: (Constant), TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT



LAMPIRAN: T TABEL

Titik Persentase Distribusi t (df =1 - 40)

(F;fr 025050 [0.100.20  [0.050.10  |0.0250.050 |0.010.02 0.0050.010  |0.001 0.002
1 318.30884
> [1.00000 3.07768 6.31375 12.70620 31.82052 63.65674 2232712
3 [0.81650 1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484 10.21453
4 [0.76489 1.63774 2.35336 3.18245 4.54070 5.84091
5 [0.74070 1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409
6 [0.72669 1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214 7.17318
7 |0.71756 1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743 5.89343
g [0.71114 1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948 5.20763
9 [0.70639 1.39682 1.85955 2.30600 2.89646 3.35539 4.78529
0.70272 1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984 4.50079
0.69981 1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927 4.29681
10/0.69745 1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581 4.14370
11]0.69548 1.35622 1.78229 2.17881 2.68100 3.05454 4.02470
12|9.69383 1.35017 1.77093 2.16037 2.65031 3.01228 3.92963
13/0.69242 1.34503 1.76131 2.14479 2.62449 2.97684 3.85198
141069120 1.34061 1.75305 2.13145 2.60248 2.94671 3.78739
15/0.69013 1.33676 1.74588 2.11991 2.58349 2.92078 3.73283
16/0.68920 1.33338 1.73961 2.10982 2.56693 2.89823 3.68615
1710.68836 1.33039 1.73406 2.10092 2.55238 2.87844 3.64577
18|0.68762 1.32773 1.72913 2.09302 2.53948 2.86093 3.61048
191068695 1.32534 1.72472 2.08596 2.52798 2.84534 3.57940
20|0.68635 1.32319 1.72074 2.07961 2.51765 2.83136 3.55181
211068581 1.32124 1.71714 2.07387 2.50832 2.81876 3.52715
221068531 1.31946 1.71387 2.06866 2.49987 2.80734 3.50499
23|0.68485 1.31784 1.71088 2.06390 2.49216 2.79694 3.48496
2410.68443 1.31635 1.70814 2.05954 2.48511 2.78744 3.46678
25|0.68404 1.31497 1.70562 2.05553 2.47863 2.77871 3.45019
26|0.68368 1.31370 1.70329 2.05183 2.47266 2.77068 3.43500
2710.68335 1.31253 1.70113 2.04841 2.46714 2.76326 3.42103
2810.68304 1.31143 1.69913 2.04523 2.46202 2.75639 3.40816
29|0.68276 1.31042 1.69726 2.04227 2.45726 2.75000 3.39624
30/0.68249 1.30946 1.69552 2.03951 2.45282 2.74404 3.38518
3110.68223 1.30857 1.69389 2.03693 2.44868 2.73848 3.37490
32|0.68200 1.30774 1.69236 2.03452 2.44479 2.73328 3.36531
33|0.68177 1.30695 1.69092 2.03224 2.44115 2.72839 3.35634
3410.68156 1.30621 1.68957 2.03011 2.43772 2.72381 3.34793
35|0.68137 1.30551 1.68830 2.02809 2.43449 2.71948 3.34005
36/0.68118 1.30485 1.68709 2.02619 2.43145 2.71541 3.33262
3710.68100 1.30423 1.68595 2.02439 2.42857 2.71156 3.32563
38|0.68083 1.30364 1.68488 2.02269 2.42584 2.70791 3.31903
39|0.68067 1.30308 1.68385 2.02108 2.42326 2.70446 3.31279
40 3.30688




Titik Persentase Distribusi t (df =41 - 80)

S’fr 0.250.50 0.100.20 0.050.10 0.025 0.050 |0.01 0.02 0.005 0.010 |0.001 0.002
41|0.68052 1.30254 1.68288 2.01954 2.42080 2.70118 3.30127
42|0.68038 1.30204 1.68195 2.01808 2.41847 2.69807 3.29595
43|0.68024 1.30155 1.68107 2.01669 2.41625 2.69510 3.29089
44/0.68011 1.30109 1.68023 2.01537 2.41413 2.69228 3.28607
45|0.67998 1.30065 1.67943 2.01410 241212 2.68959 3.28148
46|0.67986 1.30023 1.67866 2.01290 2.41019 2.68701 3.27710
47|0.67975 1.29982 1.67793 2.01174 2.40835 2.68456 3.27291
48|0.67964 1.29944 1.67722 2.01063 2.40658 2.68220 3.26891
49|0.67953 1.29907 1.67655 2.00958 2.40489 2.67995 3.26508
50|0.67943 1.29871 1.67591 2.00856 2.40327 2.67779 3.26141
51|0.67933 1.29837 1.67528 2.00758 2.40172 2.67572 3.25789
52|0.67924 1.29805 1.67469 2.00665 2.40022 2.67373 3.25451
53|0.67915 1.29773 1.67412 2.00575 2.39879 2.67182 3.25127
54/0.67906 1.29743 1.67356 2.00488 2.39741 2.66998 3.24815
55|0.67898 1.29713 1.67303 2.00404 2.39608 2.66822 3.24515
56|0.67890 1.29685 1.67252 2.00324 2.39480 2.66651 3.24226
57|0.67882 1.29658 1.67203 2.00247 2.39357 2.66487 3.23948
58|0.67874 1.29632 1.67155 2.00172 2.39238 2.66329 3.23680
59|0.67867 1.29607 1.67109 2.00100 2.39123 2.66176 3.23421
60|0.67860 1.29582 1.67065 2.00030 2.39012 2.66028 3.23171
61|0.67853 1.29558 1.67022 1.99962 2.38905 2.65886 3.22930
62|0.67847 1.29536 1.66980 1.99897 2.38801 2.65748 3.22696
63|0.67840 1.29513 1.66940 1.99834 2.38701 2.65615 3.22471
64/0.67834 1.29492 1.66901 1.99773 2.38604 2.65485 3.22253
65|0.67828 1.29471 1.66864 1.99714 2.38510 2.65360 3.22041
66|0.67823 1.29451 1.66827 1.99656 2.38419 2.65239 3.21837
67|0.67817 1.29432 1.66792 1.99601 2.38330 2.65122 3.21639
68|0.67811 1.29413 1.66757 1.99547 2.38245 2.65008 3.21446
69|0.67806 1.29394 1.66724 1.99495 2.38161 2.64898 3.21260
70|0.67801 1.29376 1.66691 1.99444 2.38081 2.64790 3.21079
71/0.67796 1.29359 1.66660 1.99394 2.38002 2.64686 3.20903
72|0.67791 1.29342 1.66629 1.99346 2.37926 2.64585 3.20733
73|0.67787 1.29326 1.66600 1.99300 2.37852 2.64487 3.20567
74|0.67782 1.29310 1.66571 1.99254 2.37780 2.64391 3.20406
75|0.67778 1.29294 1.66543 1.99210 2.37710 2.64298 3.20249
76|0.67773 1.29279 1.66515 1.99167 2.37642 2.64208 3.20096
77|0.67769 1.29264 1.66488 1.99125 2.37576 2.64120 3.19948
78|0.67765 1.29250 1.66462 1.99085 2.37511 2.64034 3.19804
79|0.67761 1.29236 1.66437 1.99045 2.37448 2.63950 3.19663
80|0.67757 1.29222 1.66412 1.99006 2.37387 2.63869 3.19526




LAMPIRAN: R TABEL

Tabel r untuk df =1 - 50
kat signifikansi untuk uji satu arah
e 005| 0025/ 001 0005 0.0005
Tingkat signifikansi untuk uji dua arah
0.1 nns 0.02 ool 0001
1| 09877 | 09960 | 09995 | 09999 | 10000
2 (0, S0 09500 0.9800 00,9900 0, 94990
3 0.8054 08783 (0.9343 0.9587 0.9911
4| 07203 | os114| oss22| 09172 09741
5| 0669 | 07545 | 08320 o08745] 09500
L 0.6215 0.7067 0, 7887 (1.8343 00,9249
7] 0582 | 06664 | 07498 | 07977 |  0.8983
8| 05404 | 06319] 07155| 07646 | 08721
9| 05214| 06021 06851 | 07348 | 08470
10 0.4973 L5760 0.6581 0.7079 0.8233
1| 04762 | 05520 | 06339 06835 08010
12| 04575 | 05324 | 06120 | 06614 | 07800
13| 04409 | 05140 | 05923 | 06411  0.7604
14| 0429 | 04973 | o05742| 06226 07419
15| 0.4124 | 04821 | 05577 | 06085 | 07247 |
16 0.4000 04683 11.5425 .5897 0.7084
17| 03887 | 04555 | 05285 | 05751 |  0.6932
18| 03783 | 04438 | 05155 | 05614 | 06788
19 0. 3687 04329 0.5034 0.5487 00,6652




20 0.3598 04227 04921 01.5368 0.6524
21 03515 04132 04815 | 05256 | 0.6402
22| 03438 | 04044 | o04716| 05151 |  0.6287
23| 03365 | 03961 | 04622 05052 06178
24| 03207 | 03882 | 04534 | 04958 | 0.6074
25 0.3213 1.3809 (4451 (). 4569 00,5974
26 0.3172 01.3739 0.4372 04785 (). 5850
27 0.3115 0.3673 04297 04705 0.5790
28| 03061 | 03610 04226 | 04620 | 05703
29| 03009 | 03ss0! 04158 | o04ss6 | 0.5620
30| 02960 | 03494 | 04093 | 04487 | 0.5541
31| 02013 | 03440 | 04032 | 04421 |  0.5465
32 (2865 03388 0.3972 (1.4357 0,5392
A3 (0.2826 033138 03916 01,4296 0.5322
34| 02785 | 03201 o03s62| 04238 |  0.5254
A5 0.2746 0.3246 03810 04182 N.5189
36| 02709 03202 03760 | 04128 |  0.5126
37| 02673 | 03160 | 03712 04076 |  0.5066
38| 02638 | 03120] 03665 | 04026 | 05007
19 0.2605 03081 03621 0.3978 0. 4950
40 0.2573 03044 0.3578 (.3932 0,459
41 0.2542 (1.3008 0.3536 0.3887 ().4843
42| 02512 02973| 03496 | 03843 | 0479
43| 02483 | 02940 | 03457 | 0301 | 04742
44| 02455 | 02907 | 03420 03761 | 04694
45| 02429 | 02876 | 03384 | 03721 |  0.4647
461 02403 | 02845| 03348| 03683 | 04601




LAMPIRAN: F TABEL

T

Titik Porsontase Distribusl F untuk Probabilits = 0,05

o @ unbus peestsiang (W1}
pen et
-] 1 i a1 4 ] L] ¥ L] 210 n B Ml Wl 1§

v v | iee | 3a| xes| 30| 23| 27| | v | aar | a3 | e | e8| ME| e

I fmsy | o0 | mers | RIS | vRDS | TR3D | VRS | 19T | 138 | TRA0 | YRAD | TRAT | 1RaT | 1eaT | 1D

glvany | uss | non | wex | wen | mea | mee | mas | amy | ave | e | am | ama| an | am

Al Tr | asd | a5e | 639 | & | AW | ADS | o0d | SO0 | Ae | S | Sin | S8 | AT | Sbe

8| | ave | sar | sow | son | ase | ass | asp | arr| ava | ave | am | ads | ass | asr

6| 596 | S0 | ave | 483 | ade | am | am | ats | 400 | dow | 400 | 400 | doa | aee | 1w

T| 889 | ATd | 4aD8 | 4T | 397 | AT | AT | AT | Qe | A8 | 280 | 3 | 38| 283 | AW

B 832 | aab | der | sed | 3es | 38| 382 | 2aa | 3| A | am | am | 3| e |

B 52 | 43 | 3| JAD | Dé4a ) 2T | AN | 3D | 2| AW | 30| 3Or | D08 | Jod | A
| abE | At | AT | Bas ) 333 | BIR| BN 307 | MO | 298 | 284 | XV | B8 | 1| 28
T asd | A8 | 380 | 308 | 230 200 | 204 | 208 | 290 | | 283 | 2| 2| XA | 2P
| AT | 38| 248 | A | 30| DDD | @90 | 288 | 280 | ITR | 2TR | 28 | 284 | e | 202
9| asr | 3@ | dan | wes | 3e0 | xea | 2ed | 2¥r | 2m | 2ar | 2ed | reo | 2aa | 248 | 20
| ABD | ATe | A | 3N | 2| M| I | 200 | 285 260 | 25T | XD | 280 | 24N | 2
] ase | ams | 329 | 30| 20| 2™ | 27| 284 | 280 | 284 28| 2@ | 28| 2az| 240
] aae | 283 ax| 301 | 2| 24| 28 | 280 | 284 | 240 | 2as| e | 240 ) 2P| 2M
| aas | 2% | 230 | 2| 20y | 200 | 280 | 288 | 240 | 248 | 20| 2 | 29| 203 | 2
| dar | 2SS | AWM | 23| 2P| 2ed | 2SR | 28 | 248 | Zan | 237 ) 2N | XY | 2N | 200
W] a8 | 25X | 31| 280 ) XM | 28D | 284 | 248 | QAR | 2N | 2M | XM | 2| N | 2D
20 | ass | 340 | aee | 27| ey | 2e0 | 281 | 2a8 | 239 20| 200 | 2@ | 2| re2 | 230
I | 433 | BaT | 307 | X84 ) 26A | RET | Rad | ;a2 | 207 XN | 2D | 2B | X:2| 2DO| 1M
| ax | 344 308 | 203 | zea | 298 | 2| 20| 234 | 2| 20| 22| 23| 27| 28
B ad | 347 | 300 | 280 | 24| 293 | a4 | 23| 23| 237 | 2M | 2D | 20| 298| 203
M| A3 | 240 | 30V | IV ) AR RS) | DAD | 3D& | 230 228 | 2237 | rw | RS 2D | 2N
M| oam| aw | 20| 2| 280 | 249 | 20| 234 | 239 | 224 )| 230 | 29 | 2ea| 202 | 20W
M| 4¥X | 237 | 288 | IT4 | 286 | RaT | 2O | 232 | 23T 222 | 2% | R%S | 212 | 2O® | JOT
IT| oAz | A% | 2w | 27)) 287 | 244 | 23T | MV | 23| 230 | 29T | rU | 20| 204 | 20W
| 420 | 354 e8| 32| 2SE | 2as | 304 | 23w | 2| 2ve| o208 2| 200 2G| 2DM
B | afe | 33| 290 | 370 | BS6| 2ad | 2 | 28| 2R IR | 2% | r% | 2om | 206 | 2O
8| as? | ax | 2ex | 28 | 283 | paz | 230 | 227 | 23| 2| 203 | 2w | rod | 2od | 2D
M| A | 230 | I | 88| 25 R4V | 2N | 23S | 220 26| 20| o8| TO6 | 200 | 20O
2| aws| 23| 2% | 287 | 23 | 20| 230 | XM | 2| 2| 2% | 2O | 20w | 200 1
D[ avd | 33| IW| 388 | 2% W | 33 ) 23| 29| 213 | 200 | IO | 203 | 200 | 1o
M|an| 3| 2| 28| 20| 29 | 29| 203 | 27| 22| 200 | 206 | 2oz | vem| v
B aw| 3| 207 | 2| 2o | 23| 229 | 222 2| 2| 207 | 2od | 2ob | 19| 18
M| oayy | 30| 207 | 283 | Ja4R | 1M | 34| 23V | 298| 210 | 287 | k@@ | TOO | 18| 10
| oan | 33| 28| 283 | 24| 24 | 227 | 220| 2% | 290 208 | 2o | 200 | 187 | 194
| 4 | A | 28| e | e | 208 | X3 | 240 | 2d | 200 | 2o | 2am | vem | 106 | 1od
| oA0w | 33| 28| 28| 2| M| 23| 2| 21| 208 | 204 | 280 | 19| 1D
0 | aph | 33 | 2ma | 281 | 2ab ) 234 | 238 ) 200 | 242 | 204 | Zod | 200 | AT | t8E | tad
At | aoe | 223 2e3| 280 | Raa | MDA | XM | 247 | 23| or| FEA| 2O | ter )| 1| 192
| 407 | 32| 283 | 280 | 24| 233 | 24 | 247 | 297 208 | 200 | ta0 | ved | tmd | 1Y
&3 | 4DF | A3 | 28| 280 ) 2d) | RDD | RDD | 2@ | 240 | ZO@ | 203 ) T | TDE | 180 | im
M| aps | 3@ 283 | 288 ) 287 RN | 233 ) 3% | 2% | 204 | 2N | '@ | 1| 1| 1R
48| aos | 220 3mv | 388 | F&d | 23| 333 | 38| 240 | aod | 200 ] W | vea] tia | iee
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